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DAMPAK DARI UNDANG-UNDANG NO.16 TAHUN 2019 TENTANG

BATAS USIA PERKAWINAN TERHADAP DISPENSASI PERKAWINAN
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ABSTRACT The background of the writing of this thesis is the issuance of Law Number 23 of 2002 concerningChild Protection, in Article 1 paragraph (1) what is meant by a child is someone who is not yet 18(Eighteen) years old. This study uses field research methods. Primary data used by conductinginterviews with judges. While secondary data is all information obtained from documents orarchives of the Padang Religious Court. The conclusion of this study is first, That the judge's basis ingranting a marriage dispensation case refers to the sources of Islamic law, namely the Qur'an andHadith, then the Compilation of Islamic Law, Law Number 16 of 2019, and Perma Number 5 of2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. Second, theimpact of the issuance of Law Number 16 of 2019 concerning the age limit for marriage has apositive impact on the maturity of the mindset of prospective husbands and wives. However, thenegative impact is that marital dispensation increases drastically and increases the age of marriagefor women.
KEYWORDS Marriage Dispensation, Marriage, Increasing Dispensation Marriage.

Perkawinan merupakan salah satu ajarandi dalam Islam sebagaimana yang disebutkandalam hadist riwayat Abdullah Ibnu Mas’udyang berbunyi :
هعلياللَّهصلىالَلَّهِ ولُ رَسُ لنََالقاَ عنهاللَّهضيرعُودٍ مَسْ بْنِ الَلَّهِ عَبْدِ عَنْ 

بَااَ مَعْشَرَ ياَ ( وسلم أَ نَّهُ فَاٍ وَّجْ فَـلْيـَتـَزَ ءَةَ الَْبَامِنْكُمُ عَ اسْتَطاَمَنِ بِ لشَّ
جَاوِ لَهُ نَّهُ فاٍَ : مِ لصَّوْ باِ لَيْهِ فَـعَ يَسْتَطِعلَمْ وَمَنْ للِْفَرجِْ وأَحْصَنُ للِْبَصَرِ غَضَّ 

: Artinyaءٌ 
“Dan dari Abdullah Ibnu Mas’ud

Radiyallahu ‘anhu berkata : Rasulullah SAW
bersabda kepada kami : Wahai generasi
muda, barang siapa di antara kamu yang
telah mampu berkeluarga hendaknya ia
menikah, karena ia dapat menundukkan
pandangan dan memelihara kemaluan.
Barang siapa yang belum mampu hendaknya
ia berpuasa sebab puasa sebaga pengekang
hawa nafsu Riwat dari An-Nasa’i”. (Imam As-
Suyuti dan Sindi 1999, 369).Secara etimologi nikah mempunyai artiyaitu berkumpul, bersatu, bersetubuh, danakad. Adapun secara terminologi, suatu akad

yang menghalalkan pergaulan dan pertolonganantara laki-laki dan wanita dan membatasi hakserta kewajiban masing-masing mereka(Rambe 2017, 5). Di Indonesia, Perkawinandiatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 Pasal 7 ayat (1) yang menyebutkanperkawinan adalah ikatan lahir bathin antaraseorang pria dan seorang wanita sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekalberdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sertamenurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) Pasal 2menyebutkan perkawinan adalah akad yangsangat kuat atau miitsaaqan gholiidhan untukmentaati perintah Allah dan melaksanakannyaibadah yang bertujuan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah,mawadah, dan rahmah.Menurut ilmu fiqih, salah satu faktorterpenting dalam persiapan perkawinan adalahfaktor usia. Karena seseorang akan dapatditentukan, apabila ia cukup dewasa dalambersikap dan berbuat atau belum. Dalamperkawinan ditentukan adanya sikap dewasadan matang dari masing-masing calon (Armin,2018, 233). Dewasa menurut kamus bahasaIndonesia yaitu sampai umur atau baligh.Dalam hukum Islam usia dewasa dikenal
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dengan istilah baligh. Secara tersurat, dalam Al-Qur’an tidak akan ditemukan ayat berkaitandengan batas usia perkawinan, tetapi jikaditeliti lebih lanjut, ada ayat dalam Al-Qur’anyang memiliki korelasi dengan usia baligh(Supriadi 2011, 59) yaitu surah an-Nisa ayat 6:
               
            
         
            

       Artinya:“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka
cukup umur untuk kawin. Kemudian jika
menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta), maka
serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya.Dan janganlah kamu makan harta
anak yatim lebih dari batas kepatutan dan
(janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa.Barang siapa (di antara pemelihara
itu) mampu,maka hendaklah ia menahan diri
(dari memakan harta anak yatim itu) dan
barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia
makan harta itu menurut yang patut.
kemudian apabila kamu menyerahkan harta
kepada mereka, maka hendaklah kamu
adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu)
bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai
Pengawas (atas persaksian itu).“ (RI, al-Qur'an dan terjemahannya 2012)Jumhur ulama mengatakan bahwaalamat usia baligh pada anak-anak remaja yaituketika mereka sudah mengeluarkan air mani,yaitu dia bermimpi dalam tidurnya melihatsesuatu atau mengalami sesuatu yangmembuatnya mengeluarkan air mani ( Ad-Dimasyqi, 2000, 50). Jika melihat pemikiranulama klasik (salaf) seperti Maliki, Syafi’I,Hambali dan Hanafi, mereka tidakmensyaratkan mumayyis ataupun kedewasaanbagi calon mempelai(Mughni, 2003, 317-318).Bagi mereka, akal dan baligh saja cukup.Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi,disamping kenyataan bahwa tidak adanyabatas usia nikah, karena Nabi dinikahkandengan Aisyah oleh Abu Bakar saat Aisyahberusia 6 tahun dan digauli setelah ia berusia 9tahun (Mughni, 2003, 320).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun1974 kematangan usia perkawinan diaturberdasarkan kematangan jiwa dan raga yaitudikatakan telah matang jiwa dan raganya untukmelakukan perkawinan ketika telah berusia 21tahun dalam pasal 6 ayat (2). Ketentuan initerdapat di dalam Bab II pasal 7 ayat (1) yangmenyebutkan bahwasanya perkawinan hanyadiizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur19 tahun dan pihak wanita sudah mencapaiumur 16 tahun(Armia, 2018, 236). Seiringdengan perkembangan zaman, ketentuan usiaperkawinan di Indonesia melakukan upaya-upaya pembaharuan usia perkawinan diIndonesia. Bermula dari keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalampasal 1 ayat (1) yang dimaksud dengan anakadalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun.Kemudian adanya upaya yang dilakukanuntuk mengajukan Judicial Review keMahkamah Konstitusi terkait masalah batasusia perkawinan di Indonesia, yakni dalamputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014, namun pada putusan inimajelis hakim memutuskan perkara denganmenolak seluruh permohonan pemohon.Selanjutnya, pada tanggal 20 April 2017diajukan kembali Judicial Review keMahkamah Konstitusi oleh tiga orang pemohon(Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah) yangmengajukan permohonan yang sama yaituperubahan batas usia perkawinan di Indonesia.Dan akhirnya pada upaya yang kedua initernyata Majelis Hakim Mahkamah Konstitusimenerima permohonan pemohon untukmelakukan pembaharuan batas usiaperkawinan di Indonesia.(https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-
2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan).Adapun isi dari pokok perkara yang diajukan oleh pemohon yang telah tercantum didalam putusan Mahkamah Konstitusi No.22/PP-XV/2017 yaitu “Pasal 7 ayat (1) Nomor1 Tahun 1974 tentang perkawinan ialahPerkawinan hanya diizinkan jika pihak priasudah mencapai umur 19 (Sembilan belas)tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur16 (enam belas) tahun”. Alasan pemohonmengajukan permohonan yakni:1. Ketentuan pasal 7 ayat (1) sepanjangfrasa “16 (enam belas) tahun” UUperkawinan telah melanggar prinsip“Segala warga Negara bersamaankedudukannya di dalam hukum”,
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sehingga bertentangan pasal 27 ayat(1) UUD1945.2. Ketentuan a quomenimbulkanpembedaan kedudukan hukum dandiskriminasi terhadap anak perempuandalam hak kesehatan.3. Ketentuan a quomenimbulkanpembedaan kedudukan hukum dandiskriminasi terhadap anak perempuandalam hak pendidikan.4. Ketentuan a quomenimbulkanpembedaan kedudukan hukum dandiskriminasi terhadap anak perempuandalam resiko ekploitasi anak.5. Permohonan a quo dan perbandingankesetaraan batas usia minimal kawinpada laki-laki dan perempuan diberbagai negara.6. Permohonan a quo dan sikapmahkamah konstitusi terkait open
legalpolicy (Putusan MK, 2017, 14-29).Adapun amar putusan MahkamahKonstitusi No. 22/PP-XV/2017 yangmengabulkan permohonan pemohon danmemerintahkan kepada pembentuk Undang-Undang (DRP RI) untuk dapat jangka waktupaling lama 3 (tiga) tahun melakukanperubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan, khusunyaberkenanaan dengan batas minimal usiaperkawinan bagi perempuan. Akhirnya DewanPerwakilan Rakyat Republik Indonesia danpemerintah menyepakati perubahan Pasal 7ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan terkaitketentuan batas usia menikah laki-laki danperempuan. Dengan demikian, batas usiamenikah menjadi 19 tahun. “Hasil pembahasantingkat 1 di Badan Legislatif menyepakatiperubahan pasak 7 yang mengatur tentangbatas usia boleh kawin laki-laki danperempuan.Disepakati bahwa batasan usiayang dibolehkan melakukan perkawinanantara laki-laki dan perempuan adalah sama-sama usia 19 tahun. ”Kata Wakil BadanLegislatif (Baleg) Totok Daryanto saatdihubungi wartawan, senin (16/9/2019)(https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-

2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan).Sehingga dengan demikian amanatPutusan Mahkamah Konstitusi tersebutmenjadi dasr untuk melakukan pembahasandan perubahan terhadap Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,setekah sekama 45 tahun sama sekali tidak

pernah mengalami perubahan. Dan padatanggal 14 Oktober 2019 Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 tentang PerubahanUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentangPerkawinan secara resmi disahkan olehPresiden Joko Widodo di Jakarta. Hal ini tentumenjadi hal yang sangat krusial bagi systemperundang-undangan khususnya dalamundang-undang yang mengatur tentangperkawinan. Maka dari hal tersebut, ini akanmenjadi bukti sejarah pembahasan hukumislam tentang usia perkawinan di Indonesiayang memberikan dampak yang sangat besarbagi masyarakat Indonesia.(https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-
2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan).Berdasarkan informasi, yang penulisdapatkan dari salah seorang hakim PA Padangmengatakan bahwa "Dengan lahirnya UU No.16tahun 2019 justru akan memperbanyakpeluang orang melakukan dispensasi nikah.Karena orang makin cepat ingin menikahsedangkan UU mempertua umur".
Studi LiteraturStudi Kasmudin (2019), tentang“Rekonstruksi Pengaturan Perkawinan AnakDibawah Umur Berbasis Nilai Keadilan”. Hasilpenelitian menunjukkan, pengaturanpernikahan anak di bawah umur melalui UUNo.1 tahun 1974 tidak lagi relevan dalammengatur dan menyelesaikan kompleksitasmasalah hukum kehidupan modern saat ini danitu membutuhkan konstruksi. Upayamerekonstruksi batas usia pernikahan denganmengubah batas usia (klausul) dalamperaturan pernikahan dari minimum 16 tahununtuk wanita dan 19 tahun untuk priadikurangi menjadi 15 tahun untuk wanita dan17 tahun untuk pria (dengan merevisi pasal 7ayat 1 yang menyebutkan 19 tahun untuk priadan 16 tahun untuk wanita dan dihapusnyaizin atau dispensasi, tidak perlu dispensasiseperti yang disebutkan dalam pasal 7 ayat 2).Kebutuhan untuk mengurangi batasab usiapernikahan didasarkan pada asumsi, (1)adanya pergaulan bebas yang sudah sulitdihindari, (2) perkembangan kematangan(psikis) anak semakin cepat denganperkembangan teknologi informasi yangmassif, (3) pertimbangan faktor ekonomi orangtua, dan (4) agama dan budaya masyarakat.Studi Ida Pratiwi (2020), tentang“Pemberian Dispensasi Perkawinan TerhadapAnak Dibawah umur Menurut Putusan
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Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017(Studi Kasus Di Pengadilan AgamaSingaraja)”. Penelitian ini bertujuan untuk (1)mengetahui dan mengkaji pertimbangan hakimdalam mengabulkan pemberian dispensasiperkawinan terhadap anak di bawah umur,serta (2) mengetahui konsekuensi yuridisterhadap perkawinan anak di bawah umursetelah dikeluarkannya putusan MahkamahKonstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 diPengadilan Agama Singaraja.Studi Muhammad Fajri (2020), tentang“Interpretasi Perubahan Batas UsiaPerkaawinan Perspektif Maslahat”. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa meskipunpatut diapresiasi dan mengandung maslahat,namun ada celah yang dapat dianggap kaburatau dapat diperdebatkan, yaitu pada dasarnyasalah satu penyebab dari timbulnya praktikperkawinan di bawah umur adalah pergaulanbebas yang permisif hingga praktik perzinaanyang menimbulkan kehamilan yang diinginkan,bukan hanya terkait regulasi usia kawin,kurangnya pertimbangan terkait hal ini dalamperubahan regulasi tersebut menjadi ancamanyang nyata dimana praktik perzinaan akansemakin tak terbendung terutama padakalangan di bawah umur karenaa perkawinanterkesan dipersulit.Studi Evi Yulianti (2020) tentang“Dispensasi Kawin (Tinjauan YuridisPenetepan Pengadilan Agama PurwokertoNomor 0125/Pdt. P/2019/PA.Pwt)”.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan,dapat disimpulkan bahwa pertimbanganhukum hakim dalam mengabulkanPermohonan Dispensasi Kawin terhadapPutusan Pengadilan Agama Purwokerto Nomor0125/Pdt. P/2019/PA. Pwt berdasarkan padaketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 Tentang PerubahanAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974Tentang Perkawinan.Dari penelitian yang diatas, maka penulistertarik membahas “Dampak Dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang BatasUsia Perkawinan Terhadap DispensasiPerkawinan (Studi Kasus di Pengadilan AgamaPadang Kelas 1 A).
Signifikan PenelitianDispensasi perkawinan merupakanpemberian izin atau suatu kelonggaran yang diberikan oleh pengadilan kepada calon suamiistri yang belum mencapai batas umur yangtelah di tentukan untuk melakukanperkawinan. Pada dasarnya tidak semua laki-

laki dan wanita yang dapat melangsungkanperkawinan. Namun yang dapat melakukanadalah mereka-mereka yang telah memenuhisyarat-syarat yang telah ditentukan di dalamperaturan perundang-undangan (Nurbani,2014. 147).Dispensasi usia perkawinan merupakandispensasi atau keringanan yang diberikanPegadilan Agama kepada calon mempelai yangbelum cukup umur untuk melangsungkanperkawinan, bagi pria yang belum mencapaiusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanitayang belum mencapai usia 19 (Sembilan belas)tahun.
1. Jenis penelitianPenelitian yang dilakukan dalampenyusunan skripsi ini adalah penelitianlapangan (field Research), penelitian yangdilakukan langsung di lapangan untukmemperoleh informasi dan data sedekatmungkin dengan di lapangan, sehinggapengguna hasil penelitian dapatmemformulasikan atau memanfaatkan hasildengan sebaik mungkin dan memperoleh dataatau informasi yang selalu terkini (Restu 2010,10 ) dalam penelitian ini,data maupuninformasinya.2. Jenis dataAdapun jenis data yang digunakan antara lain: 1) Data primer, yaitu data yangdikumpulkan dan disatukan secaralangsung oleh peneliti dari obyek yangditeliti dan untuk kepentingan studi yangbersangkutan. Data ini di perolehlangsung dari responden melalui hasilwawancara dengan para hakimmelakukan pengajuan permohonandispensasi perkawinan.2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen atau arsipPengadilan Agama Padang, peraturanUndang-Undang yang mengatur BatasUsia Perkawinan3. Lokasi penelitianStudi ini dilakukan di Pengadilan AgamaPadang. Daerah ini dijadikan daerah penelitiankarena di Pengadilan Agama  Padang banyakterjadi permohonan perkara dispensasiperkawinan.4. Teknik pengumpulan dataa. Wawancara, Yaitu teknik pengumpulandata yang dilakukan dengan jalanmendapatkan keterangan atau informasi
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secara langsung dari para hakim yangterkait dengan masalah bagaimanadampak perubahan UU No. 1 Tahun 1974tentang batas usia perkawinan terhadapdispensasi perkawinan.b. Dokumentasi, penyusun Mengumpulkandata dengan melihat dokumen terkaitdengan hal yang diteliti,sepertiPenelusuran Dokumen Arsip PengadilanAgama Padang.5. Teknis Analisis dataAnalisis data merupakan proses akhirdalam penelitian kualitatif (Creswell, 2010).Teknik atau metode analisis data yangdigunakan dalam penelitian ini adalah induktifdengan menggunakan prosedur fenomenologis(Moleong, 2007). Teknik dipilih karenapenelitian ini akan berawal dari hasil temuankhas yang ada di lapangan yang kemudiandiinterpretasikan secara umum. MenurutCreswell (2010) terdapat beberapa langkahdalam menganalisis data sebagaimana berikutini:1) Mengolah data dan mengintrepetasikandata untuk dianalisis. Langkah inimelibatkan transkrip wawancara,menscaning materi, mengerti datalapangan atau memilah-milah danmenyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung sumberinformasi.2) Membaca keseluruhan data. Dalam tahapini, menulis catatan-catatan khusus ataugagasan-gagasan umum tentang datayang diperoleh.3) Menganalisis lebih detail denganmengkoding data. koding merupakanproses mengolahmateri atau informasimenjadisegmen-segmen tulisan sebelummemaknainya.4) Menerapkan proses koding untukmendeskripsikan setting, orang-orang,kategori, dan tema-tema yang akandianalisis.5) Menunjukkan bagaimana deskripsi dantema-tema ini akan disajikan kembalidalam narasi atau laporan kualitatif.6) Menginterpretasi atau memaknai data.
A. Pengertian PerkawinanPerkawinan atau pernikahan dalam

literature fiqh berbahasa Arab disebut dengandua kata, yaitu nikah dan zawaj. Kedua kata ini

yang terpakai dalam kehidupan sehari-hariorang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits Nabi.Kata na-ka-ha banyakterdapat dapat Al-Qur’an dengan arti kawin (A.syarifuddin 2006, 33). Seperti dalam Surah An-Nisa’ ayat 3 :
        
          
            
     

Artinya :
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu
mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi : dua,
tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidakakan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-
budak yang kamu miliki. Yang demikian
itu adalah lebih dekat kepada tidak
berbuat aniaya” (RI, al-Qur'an dan
terjemahannya 2012, 51).Ulama fiqih berbeda pendapat dalammendefenisikan pernikahan, antara lainsebagai berikut (Rasyid 2002, 6) :
Ulama Hanafiyah mendefenisikanpernikahan sebagai akad yang berguna untukmemiliki mut’ah dengan sengaja.Maksudnyaadalah bahwasanya seorang laki-laki dapatmenguasai perempuan dengan seluruh anggotabadannya untuk mendapatkan sebuahkesenangan dan kepuasan.
Ulama Syafi’iyah menyebutkan bahwapernikahan adalah suatu akad denganmenggunakan lafal nikahu atau zawaju, dimanadari dua kata tersebut yang menyimpan artimemiliki wat’i.artinya adanya sebuahpernikahan seseorang dapat memiliki ataumendapatkan kesenangan dari pasangan.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwapernikahan adalah suatu akad yangmengandung arti mut’ah untuk mencapaikepuasan dengan tidak mewajibkan adanyaharga.Ulama Hanabilah menyebutkan bahwapernikahan adalah akad dengan menggunakanlafal inhaku atau tazwijuu untuk mendapatkankepuasan. Artinya, bahwasanya seorang laki-laki dapat memperoleh sebuah kepuasan dari
PEMBAHASAN
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seseorang perempuan begitu juga sebaliknya(Abidin 1999, 10)Perkawinan menurut Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974 ialah ikatan lahir dan batinantara seorang pria dan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa(Pasal 1). Seorang pria dan wanitamengandung arti bahwa perkawinan ituhanyalah antara jenis kelamin yang berbeda.Hal ini menolak perkawinan sesame jenis yangtelah dilegalkan oleh beberapa Negara barat.Sebagian suami istri mengandung arti bahwaperkawinan itu adalah bertemunya dua jeniskelamin yang berbeda dalam satu rumahtangga, bukan dalam istilah “hidup bersama”.(Amir 2006, 40).Perkawinan menurut hukum Islam Pasal2 KHI adalah pernikahan, yaitu akad yangsangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untukmentaati perintah Allah dan melaksanakannyamerupakan ibadah. Perkawinan dalam Islamtidaklah semata-mata sebagai hubungan ataukontrak keperdataan biasa, akan tetapi jugamerupakan sunnah Rasullah SAW. Sebagaimedia naluri atau kebutuhan biologis manusia,dan mengandung makna dan nilai ibadah(Rofiq 2013, 53).Berdasarkan beberapa pengertian yangsudah dijelaskan penulis menarik kesimpulanbahwasa perkawinan adalah suatu akad yangsuci dan luhur antara pria dengan wanita, yangmenjadi sebab sahnya status sebagai suamiistri dan dihalalkan hubungan seksual dengantujuan mencapai keluarga sakinah, mawaddahserta saling menyantuni antara keduanya.B. Hukum PerkawinanPerkawinan menurut pendapat sebagianbesar fukhoha hukumnya adalah mubah atau
ibahah (halal atau kebolehan), sebagaimanayang disebutkan dalam Surah An-Nur ayat 32 :

       
           
    Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang
sedirian diantara kamu, dan orang-orang
yang layak (berkawin) dari hamba-hamba
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba
sahayamu yang perempuan. Jika mereka
miskin Allah akan memampukan mereka

dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha Luas
(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui” (RI,
al-Qur'an dan terjemahannya 2012, 354).Hukum tersebut dapat berubah-rubahberdasarkan sebab-sebab (illahnya). Adapunhukumnya: wajib, sunnah, haram, makruh, danmubah (Sabiq 2012, 208-211).1) Hukum WajibBagi orang yang sudah siap untukmelangsungkan pernikahan dan diakhawatir manakala tidak menikah, diaakan terjebak pada perzinaan, makapernikahan baginya adalah wajib. Sebab,menjaga diri dari sesuatu yangdihiaramkan (zina, red) hhukumnyaadalah wajib, sementara untuk mencegahperbuatan tersebut hanya bisa dilakukandengan jalan menikah. Karena itu, hukummenikah adalah wajib.2) Hukum SunnahBagi seseorang yang memungkinkandan mampu untuk melangsungkanpernikahan, tapi dia masih mampu untukmenjaga dirinya dari hal-hal yangdiharamkan jika tidak menikah, makanikah baginya hukumnya sunnha.Meskipun demikian, menikah tetapdianjurkan dan mungkin lebih utama daripada melakukan berbagai macamibadah.Telah ditegaskan bahwa hidupmembujang dan enggan menikah tidak adadalam ajaran Islam.3) Hukum HaramBagi seseorang yang dipastikan diatidak akan mampu memberi nafkahkepada istri (dan keluarganya) baik secaralahir dan batin, maka menikah baginhyahukumnya adalah haram. Thabraniberkata, ketika seseorang mengetahuisecara pasti bahwa dirinya tidak akanmampu untuk memberikan nafkah kepadaistrinya, membayar maharnya, danmenjalankan segala tanggung jawabsetelah akad nikah, maka dia diharamkanmelangsungkan pernikahan sampai benar-benar merasa mampu.4) Hukum MakruhSeseorang yang tidak bisa memberinafkah lahir dan batin, tapi perempuanyang akan dinikahinya mau menerimakondisinya, karena dia tergolong orangyang kaya dan syahwatnya tidak begitubesar, maka menikah baginya hukumnyamakruh. Jika dia (suami) tidak mampumemberi nafkah lahir maupun batinkarena melakukan ketaatan atau adanya
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halangan, seperti sedang menuntut ilmupengetahuan, maka hukum makruhbertambah kuat.5) Hukum MubahHukum menikah menjadi mubah jikafaktor-faktor yang mengharuskan maupunmenghalangi terlaksananya pernikahantidak ada pada diri seseorang.
C. Rukun dan Syarat PerkawinanSyarat sahnya perkawinan merupakanketentuan yang harus dipenuhi agarperkawinan yang dilaksanakan dinyatakansah dan diakui secara hukum sehingga hakdan kewajiban yang berkenaan denganpernikahan dapat berlaku. Dengan kata lain,pernikahan dinyatakan sah apabila sudahmemenuhi dua syarat berikut ini (Sabiq2012, 270) :1) Perempuan yang akan dinikahi adalahperempuan yang halal untuk dijadikansebagai istri. Artinya perempuan itubukanlah perempuan yang haramuntuk dinikahi, baik haram untuksementara waktu maupun haram untukselamanya.2) Adanya saksi yang menyaksikan prosesakad pernikahan.Secara rinci syarat dari perkawinan ituadalah (Seomiyati 1986, 20-22):1) Syarat calon suamiAda beberapa syarat yang harusdipenuhi oleh seorang calon suami :a) Beragama Islamb) Jelas bahwa seorang calon suami itubetul seorang laki-lakic) Orangnya diketahui dan tertentud) Calon mempelai laki-laki jelas halalkawin dengan calon istrie) Mengenali calon istri dan halal bagicalon suamif) Tidak ada paksaang) Tidak sedang melakukan ihramh) Tidak mempunyai istri yang haramdimadu dengan calon istrii) Tidak mempunyai istri empat2) Syarat calon istriCalon istri mempunyai beberapapersyaratan yaitu:a) Beragama Islamb) Jelas ia seorang perempuanc) Bukan mahram dari calon suamid) Ada persetujuan kedua belah pihake) Telah mencapai usia untukmelangsungkan perkawinan.

Sebagaiman firman Allah dalamsurat An-Nisa’ ayat 6 :
           
            
    

Artinya :
Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka

cukup umur untuk kawin. Kemudian jika
menurut pendapatmu mereka telah cerdas
(pandai memelihara harta), maka
serahkanlah kepada mereka harta-hartanya.
dan janganlah kamu makan harta anak
yatim lebih dari batas kepatutan dan
(janganlah kamu) tergesa-gesa
(membelanjakannya) sebelum mereka
dewasa. ((RI, al-Qur'an dan terjemahannya
2012)Dari ayat ini dapat dipahami kawin itumempunyai batas usia atau umur, dan batas ituadalah baligh.3) Syarat waliWali berfungsi menghijabkan akadnikah terhadap calon mempelai priadengan syarat sebagai berikut:a) Beragama IslamOrang yang beragama Islam tidakboleh menjadi wali bagi orang yangtidak beragama Islam (kafir) danbegitu juga sebaliknya.b) Baligh berakalc) Merdekad) Laki-lakie) Tidak fasikf) Tidak dicabut hak kewaliannyag) Tidak dipaksah) Tidak sedang ihram atau umrah.4) Syarat dua orang saksiDalam pelaksanaan akadperkawinan haruslah dihadirkan duaorang saksi yang bertujuan untukmempertahankan kesaksiannyadihadapan Allah SWT dan masyarakatbanyak. Bila saksi tidak ada makaperkawinan tidak bisa dilangsungkan,maka syarat untuk menjadi saksi ituadalah :a) Beragama Islamb) Baligh dan berakalc) Laki-laki dan adild) Tidak bisue) Tidak buta
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f) Tidak tulig) Mengerti ijab dan qabulh) Berakhlak baiki) Tidak ditentukan menjadi wali.5) Sighat (ijab dan qabul)Sighat adalah lafaz yang diucapkanoleh wali dan calon mempelaiperempuan atau yang mewakilinya,kepada calon mempelai laki-laki atauyang mewakilinya pada saatdilaksanakannya akad perkawinan.Sighat terdiri dari Ijab dan Qabul, Ijabadalah penyerahan dari waliperempuan kepada calon suami,sedangkan Qabul adalah jawaban ataspermintaan akad perkawinan yangdiikrarkan oleh wali.Syarat-syarat dari sighat antara lain :a. Antara pihak yang melakukansighat adalah orang-orang yangcakap hukum atau yang cakapbertindak menurut hukum,dewasa, tidal gila, atau hal-halyang menghalanginya.b. Ijab dan Qabul harus satu majelisakad.c. Yang mengijabkan tidak menarikijabnya sebelum terjadi qabulkecauli penarikan ijab sesudahqabul.d. Tidak boleh menggantungkan ijabdengan sesuatu keadaan,misalnya “aku nikahkan anakkukepadamu kalau kamu sudahlulus serjana” dan sebagainya(Rofiq 2013, 63).Adapun syarat-syaratmelangsungkan perkawinan menurutUndang-Undang No.1 Tahun 1974 diaturdalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 UUNomor 1 Tahun 1974. Didalam ketentuanitu ditentukan dua syarat untukmelangsungkan perkawinan, yaitu syaratintern dan syarat ekstern.Syarat intern yaitu syarat yangmenyangkut pihak yang akanmelangsungkan perkawinan. Syarat-syaratintern meliputi (Kharlie 2003, 15) :a. Persetujuan kedua belah pihak;b. Izin dari kedua orang tua apabila belummencapai umur 21 tahun;c. Pria berumur 19 tahun dan wanitaberumur 16 tahun pengecualiannya yaituada dispensasi dari pengadilan ataucamat atau bupati;d. Kedua belah pihak tidak dalam keadaankawin

e. Wanita yang kawin untuk kedua kalinyaharus lewat masa tunggu (iddah). Bagiyang putus perkwainannya karenaperceraian, masa iddahnya 90 hari dankarena kematian 130 hari.Syarat ekstern yaitu syarat yangberkaitan dengan formalitas-formalitas dalampelaksanaan perkawinan. Syarat-syarat itumeliputi (Kharlie 2003, 16) :1) Harus mengajukan laporan ke PegawaiPencatat, Nikah, Talak, dan Rujuk;2) Pengumuman, yang ditanda tangani olehPegawai Pencatat, yang memuat:a) Nama, umur, agama/kepercayaan,pekerjaan, tempat kediaman daricalon mempelai dan dari orang tuacalon. Disamping itu disebutkan juganama istri atau suami yang terdahulu;b) Hari, tanggal, jam. Dan tempatperkawinan dilangsungkan.Dalam Kompilasi Undang-UndangHukum Perdata, syarat untuk melangsungkanperkawinan dibagi menjadi dua macam, yaitu(1) syarat materiil, dan (2) syarat formil. Syaratmateriil yaitu syarat yang berkaitan dengan intiatau pokok dalam melangsungkan perkawinan.Syarat materiil ini dibagi dua macam yaitu :A. Syarat Materil1. Syarat materiil mutlak, merukana syaratyang berkaitan dengan pribadi seseorangyang harus diindahkan untukmelangsungkan perkawinan padaumumnya. Syarat itu meliputi :a) Monogami, bahwa seorang pria hanyaboleh mempunyaiseorang istri,seorang wanita hanya bolehmempunyai seorang suami (Pasal 27BW);b) Persetujuan antara suami-istri (Pasal28 KUH Perdata);c) Terpenuhinya batas umur minimal.Bagi laki-laki minimal berumur 18tahun dan wanita berumur 15 tahun(Pasal 29 KUH Perdata);d) Seorang wanita yang pernah kawindan hendak kawin lagi harusmengiddahkan waktu 300 hari setelahperkawinan terdahulu dibubarkan(Pasal 34 KUH Perdata);e) Harus ada izin sementara dari orangtuanya atau walinya bagi anak-anakyang belum dewasa dan belum pernahkawin (Pasal 34  sampai dengan Pasal49 KUH Perdata).2. Syarat materiil relative, ketentuan yangmerupakan larangan bagi seseorang untuk
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kawin dengan orang tertentu. Larangan itumeliputi :a) Larangan kawin dengan orangyang sangat dekat dalamkekeluargaan sedarah dankarena perkawinan;b) Larangan kawin karena zina;c) Larangan kawin untukmemperbarui perkawinansetelah adanya perceraian, jikabelum lewat waktu satu tahun.B. Syarat formil adalah syarat yang berkaitandengan formalitas-formalitas dalampelaksanaan perkawinan.Syarat ini dibagidalam tiga tahapan (Sudikno 2002, 29).Syarat-syarat yang harus dipenuhisebelum perkawinan dilangsungkanadalah :a.Pemberitahuan akan dilangsungkannyaperkawinan oleh calon mempelai baiksecara lisan maupun tertulis kepadaPegawai Pencatat di tempatperkawinan alan dilangsungkan,dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelumperkawinan dilangsungkan (Pasal 3dan 4 PP No 9 Tahun 1975).Pengemuman oleh Pegawai Pencatatdengan menempelnya pada tempatyang disediakan di Kantor PencatatanPerkawinan. Maksud pengumumantersebut adalah untukmemberitahukan kepada siapa sajayang berkepentingan untuk mencegahmaksud dari perkawinan tersebut jikaada Undang-Undang yang dilanggaratau alasan-alasan tertentu.Pengumuman tersebut dilaksanakansetelah Pegawai Pencatat menelitisyarat-syarat dan surat-suratkelengkapan yang harus dipenuhicalon mempelai.b. Setelah syarat-syarat diterimaPegawai Pencatat Perkawinan laluditeliti, apakah sudah memenuhisyarat/belum. Hasil penelitian ditulisdalam daftar khusus untuk haltersebut.c.Apabila semua syarat telah dipenuhiPegawai Pencatat Perkawinanmembuat pengumuman yangditandatangani oleh Pegawai PencatatPerkawinan yang memuat antara laind. Barulah perkawinan dilaksanakansetelah hari ke 10 (sepuluh) yang

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dankepercayaannya itu. Kedua calonmempelai menandatangani aktaperkawinan dihadapan pegawaipencatat dan dihadiri oleh dua orangsaksi, maka perkawinan telah tercatatsecara resmi. Akta perkawinan dibuatrangkap dua, satu untuk PegawaiPencatat dan satu lagi disimpan padaPanitera Pengadilan. Kepada suamidan istri masing-masing diberikankutipan akta perkawinan.
Rukun perkawinanPerkawinan dalam Islam tidaklah sematasebagai hubungan kontak keperdataan saja,akan tetapi ia juga mempunyai nilai ibadah,agama, dan hukum. Maka amatlah tepat jikadikatakan sebagai akad nikah yang kuat(mitsaqan ghalizan) untuk mentaati perintahAllah SWT dan melaksanakannya merupakanibadah. Karena itulah perkawinan yang penuhdengan nilai dan bertujuan untuk mewujudkankehidupan rumah tangga yang sakinah
mawaddah dan rahmah.Maka perlu diaturdengan rukun dan syarat tertentu agar tujuandisyari’atkannya perkawinan itu tercapai.Rukun dan syarat menentukan suatuperbuatan hukum, terutama yang menyangkutdengan sah atau tidaknya perbuatan tersebutdari segi hukum.Dengan demikian rukunberarti sesuatu yang mesti ada yangmenetukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan(ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalamrangkaian pekerjaan itu. Sedangkan yangdimaksud dengan syarat adalah sesuatu yangharus ada yang menentukan sah atau tidaknyasuatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itutidak termasuk dalam rangkaian dari pekerjaanitu atau sesuatu tersebut tidak termasukhakikat dari perkawinan itu sendiri.Dalam hal perkawinan, antara rukun dansyarat mempunyai kaitan yang erat. Salah satusyarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi,maka rukun perkawinan tidak berfungsi danperkawinan tidak sah. Rukun yang pokokdalam perkawinan itu adalah ridhanya laki-lakidan perempuan dari persetujuan mereka untukmengikat hidup berkeluarga, karena perasaanridha dan setuju bersifatkejiwaan yang tidakdapat dilihat dengan mata kepala, karena ituharus ada perlambang yang tegas untukmenunjukkan kemuan mengadakan ikatanbersuami istri (Sabiq 2009, 53).
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Jumhur ulama sepakat bahwa rukun dariperkawinan itu adalah :a. Ada calon suami dan istriCalon suami adalah orang yang akanmenjadi mempelai laki-laki dalam suatuakad pernikahan. Adapun syarat yangharus dipenuhi oleh calon suami ialahsebagai berikut :1. Beragama islam; maksydnya calonsuami adalah muslim, bukan kafir ataunon muslim lainnya. Sebab islammelarang seorang muslim menikahdengan orang non muslim.2. Benar benar laki-laki; maksydnyaseorang calon suami harus betul laki-laki, bukan banci atau mempunyaikelainan seksual, seperti homo (sukadengan sesame lelaki), sehingganantinya dapat bertanggung jawabmemenuhi hak-haknya.3. Tidak terpaksa; maksudnya calonsuami dalam menikah adalahkehendaknya pribadi dan penuhkerelaan hati, bukan karena dipaksaatau terpaksa. Serta dilandasikeikhlasan hanya mengharap ridhaAllah SWT. Apabila suami menikahkarena terpaksa, niscayapernikahannya secara otomatis tidaksah.4. Bukan mahram calon istri; maksudnyacalon suami yang akan melangsungkanpernikahan tidak mempunyaihubungan darah atau satu susuandengan calon istri. Untuk itu, sebelummelangsungkan pernikahan alangkahbaiknya calon suami mengecek terlebihdahulu apakah dirinya mempunyaihubungan darah dengan calon istri atautidak. Jika mempunyai hubungan darah,pernikahan harus dibatalkan. Akantetapi bila tidak ada hubungan darah,pernikahannya boleh dan siap untukdilaksanakan. Itulah yang dianjurkandalam Al-Qur’an dan sunnah NabiMuhammad SAW.5. Tidak sedang ihram; maksudnya calonsuami tidak boleh melaksanakanpernikahan, jika ia sedang melakukanihram, baik itu ihram haji maupunihram umrah. Karena dalam Islammelarang orang yang sedang ihram itumenikah. Sebagaimana sabdaRasulullah SAW telah bersabda: “orangyang sedang ihram tidak boleh menikahdan menikahkan”.(HR.Muslim)

6. Keberadaannyta jelas dan nyata;maksydnya calon suami benar benarnyata dam jelas keberadaannya,sehingga pernikahan dapatdipertanggung jawabkan oleh keduabelah pihak.Calon istri adalah orang yang akanmenjadi mempelai perempuan dalam suatupernikahan. Adapun syarat yang harusdipenuhi sebagai calon istri adalah sebagaiberikut :1. Berama Islam; maksudnya calon istriadalah muslimah, bukan dari non Islamkarena Islam melarang pernikahanyang berbeda agama dan tidak seiman.2. Benar benar perempuan; maksudnyaseorang calon istri harus benar benarperempuan, bukan banci atau lesbian(suka dengan sesama perempuan)sehingga nanti dapat bertanggungjawab sebagai seorang istri untukmemenuhi hak-hak suami.3. Tidak karena terpaksa; maksudnyacalon istri dalam melangsungkanpernikahan tidak karena terpaksa,tetapi kehendak hati dan semata matauntuk mencari ridha Allah SWT.4. Halal bagi calon suami; maksudnyacalon istri bukan mahram dari calonsuami, baik hubungan darah maupunsatu susuan.5. Tidak bersuami; maksudnya calon istriadalah masih seorang diri, baik itujanda maupun perawan. Wanita yangmasih mempunyai seseorang suamitidak boleh menikah lagi kecuali bercariatau meninggal dunia.6. Tidak sedang ihram; maksudnya calonistri dalam melangsungkan pernikahantidak sedang dalam ihram, baik ihramhaji atau ihram umrah.b. Wali dari pihak wanitaUntuk menjadi wali dari pihak wanitaharus ada beberapa syarat yang harus dipenuhidiantaranya yaitu (Hatta 2016, 15)1. Laki-laki; maksudnya yang diperbolehkanmenjadi wali dari pihak wanita pada saatpernikahan ialah harus berjenis kelaminlaki-laki, sebab yang menjadi rumahtangga adalah laki-laki. Namun apabilaperempuan yang akan menikah adalahjanda, ia dapat menjadi walinya dirisendiri. Berikut adalah urutan yang berhakmenjadi wali perempuan :a.Bapak kandung
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b. Kakek (bapak dari bapak) danseterusnya sampai keatsc.Saudara laki-laki kandung (seibu-sebapak)d. Saudara laki-laki sebapake.Anak laki-laki dari saudara laki-lakisekandungf. Anak laki-laki dari saudara laki-lakisebapak dan seterusnya kebawahg. Paman (saudara dari bapak) sekandungh. Paman (saudara dari bapak) sebapaki. Anak laki-laki paman kandungj. Anak laki-laki paman sebapak danseterusnya kebawahk. Wali hakim (apabila yang tersebutdiatas tidak ada atau tidak mampumenikahkan).2. Beragama Islam; maksudnya menjadi walidari calon pihak wanita haruslah yangberagama Islam.a.Baligh; maksudnya seorang waliharuslah yang sudah dewasa, kira-kirausianya telah mencapai lima belastahun. Hal ini dikarenakana anak belummengerti dan memahami ketentuan-ketentuan hukum pernikahan.b. Berakal Sehat; maksudnya seorang waliharuslah mempunyai akal sehat, bukanorang stress atau gila.c.Merdeka; maksudnya wali dari pihakwanita yang bersangkitan tidak sedangdipenjara atau tidak memungkinkanhadir dalam pernikahan.d. Adil; maksudnya seotang yangsenantiasa dapat menentramkan jiwakeluarga dan orang yang di urusnya.Manakala kelakuannya sudahmelampui bata syari’at sehingga tidakbisa lagi menentramkan jiwakeluarganya, maka demikian gugurlahhaknya menjadi wali pernikahan.e.Tidak sedangihram; maksudnya seorangwali dalam pernikahan tidak sedangmelakukan haji ataupun umrah.3. Ada dua orang saksiSaksi dalam suatu pernikahansangatlah penting. Saksi merupakan rukunterakhir dalam pernikahan. Tanpa adanyasaksi pernikahan di anggap batal atautidak sah. Sebagaimana sabda RasulullahSAW bersabda : “tidak sah melainkandengan wali dan dua orang saksi yang adil”(HR. Ahmad). Dalam Islam menjadi walisaksi harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut (Rasyid 2002, 15) :

1. Beragam Islam2. Baligh3. Berakal sehat4. Merdeka5. Laki-laki6. Adil7. Tidak dalam sedang ihram.4. Sighat akad (ijab qabul). (Ghazali 2003,46)Ijab Qabul merupakan bentuk dari akadserah terima dalam pernikahan. Ijab Qabulini dilakukan oleh orang tua atau wali daripihak wanita dan calon mempelai laki-laki.Ijab Qabul ini merupakan bentuk kerelaandan persetujuan untuk membentuk suamiistri antara kedua calon mempelai. Ijabqabul adalah pernyataan pertama yangdilakukan oleh orang tua atau wali daripihak wanita untuk menerima taumenyetujui pernikahan tersebut. Dalampandangan Islam Ijab qabul bolehdilakukan dengan menggunakan bahasaselain Arab, selama yang bersangkutantidak tahu atau belum paham denganbahawa Arab. Paling penting dalam IjabQabul kedua belah pihak saling mengertidan paham dengan yang diucapkannya.Berdasarkan berdasarkan KompilasiHukum Islam rukun perkawinan itusebagaimana yang terdapat dalam pasal14 yang keseluruhannya mengikutimazhab Syafi’iy yaitu :a.Calon suamib. Calon istric.Wali nikahd. Dua orang saksie.Ijab dan qabul
Pengertian Dispensasi PerkawinanDispensasi adalah penyimpangan ataupengecualian dari suatu peraturan (Subekti1996, 36). Dispensasi usia perkawinanmemiliki arti keringan akan sesuatu batasan(batasan umur) didalam melakukan ikatanantara seorang pria dengan seorang wanitasebagai suami istri dengan tujuan membentukkeluarga (rumah tangga) yang bahagia dankekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Dispensasi merupakan sebuahkeringanan dalam suatu kewajiban ataupantangan. Jadi dispensasi nikah adalahpembebasan dari suatu ketentuan batasminimal usia nikah. Secara detonative, katadispensasi berarti keringanan dalam suatukewajiban atau pantangan. Sedangkan kawin
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berarti perjodohan antara laki-laki denganperempuan untuk menjadi pasangan suamiistri, dalam kata lain nikah berarti (sudah)memiliki pasangan hidup yang sah secaraagama yang diperbolehkan berhubungan intim((Auliana 2013, 20).Pengadilan Agama berwewenang dalammengatasi masalah dispensasi perkawinan bagiagama Islam, termasuk semua segi yangberhubungan daengan hal-hal perkawinanmenjadi wewenang Pengadilan Agama.Pembatasan mengenai usia ini telah diaturdalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974tentang Perkawinan. Namun dalam hal ini jikaterjadi penyimpangan terhadap ketentuan,maka dapat meminta dispensasi kepadaPengadilan tau Pejabat lain yang ditunjuk olehkedua orang tua pihak pria atau wanita. Hal iniada keterkaitan dengan masalah dispensasiperkawinan adalah mengenai izin kawin,karena keduanya merupakan penyimpangandari ketentuan yang ada dalam hal perkawinanyang berkaitan dengan masalah umur, hanyasaja kalau izin kawin itu diberikan oleh orangtua kepada anaknya yang belum genap berusia21 (dua puluh satu) tahun (Ramulyo 2002, 25).Dispensasi usia perkawinan merupakandispensasi atau keringan yang diberikanPengadilan Agama kepada calon mempelaiyang belum cukup umur untuk melangsungkanperkawinan, bagi pria yang belum mencapaiusia 19 (Sembilan belas) tahun dan wanitabelum mencapai usia 19 (Sembilan belas)tahun. Permohonan dispensasi perkawinandiajukan oleh (https://pa-
palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-
perma-nomor-5-tahun-2019/) :1. Orang tua;2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh keduaorang tua atau salah satu orang tua yangmemiliki kuasa asuh terhadap anakberdasarkan putusan pengadilan;3. Jika salah satu kedua orang tua meninggaldunia atau tidak diketahui alamatnya,dispensasi perkawinan diajukan oleh salahsatu orang tua;4. Wali anak jika kedua orang tua meninggaldunia atau dicabut kekuasaannya atautidak diketahui keberadaannya;5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/waliberhalangan.Dispensasi usia nikah diatur dalam pasal7 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 danbatas usia perkawinan diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahanatas Undang-Undang No. 1 Tahun1974.Dispensasi sebagaimana yang dimaksud dalam

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 artinyapenyimpangan terhadap batas usia nikah yangtelah ditetapkan oleh Undang-Undang. Olehkerna itu, jika laki-laki maupun perempuanyang belum mencapai usia nikah namunhendak melangsungkan pernikahan, makapengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk olehkedua belah pihak dapat memberikanpenetapan dispensasi usia nikah apabilapermohonannya telah memenuhi syarat yangditentukan dan telah melalui beberapa tahapdalam pemeriksaan, namun sebaliknya apabilapihak yang berperkara tidak memenuhi syaratyang telah ditentukan maka pihak pejabatdalam hal ini Pengadilan Agama tidakmemberikan dispensasi untuk pernikahankedua belah pihak tersebut (Hamami 2013,31). Persyaratan administrasi dispensasiperkawinan adalah (https://pa-
palangkaraya.go.id/dispensasi-kawin-menurut-
perma-nomor-5-tahun-2019/) :a. Surat permohonan;b. Fotokopi KTP kedua orang tua/wali;c. Fotokopi kartu keluargad. Fotokopi KTP atau kartu identitas anakdan/atau akta kelahiran anak;e. Fotokopi KTP atau kartu identitas anakdan/atau akta kelahiran calon suami/istridan;f. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anakdan/atau surat keterangan masih sekolahdari sekolah anak.
Faktor-Faktor Pendorong Terjadinya
Pernikahan di Bawah UmurPernikahan dini merupakan fenomenalsosial yang sering terjadi khususnya diIndonesia. Fenomenal pernikahan ibaratsebuah rumah, cinta memang bisa menjadipondasi, namun sebuah rumah tentunyamembutuhkan tiang, dinding, atap, dan segalaperlengkapannya agar bisa disebut denganrumah. Pernikahan dini yang dipaksakan tanpapersiapan layaknya pasangan nikah dini, akancepat bubar. Sebab-sebab utama daripernikahan usia muda adalah (Sudarsono2005, 15) :a. Keinginan untuk segera mendapatkantambahan anggota keluargab. Tidak adanya pengertian mengenai akibatburuk perkawinan terlalu muda, baik bagimempelai itu sendiri maupunketurunannya.c. Sifat kolot orang yang tidak maumenyimpang dari ketentuan adat.Kebanyakan orang desa mengatakanbahwa mereka itu mengawinkan anaknya
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begitu muda hanya karena mengikuti adatkebiasaan saja.Terjadinya pernikahan usia muda menurutHollen dalam Suryono disebabkan oleh :1. Masalah ekonomi keluarga2. Orang tua dari gadis meminta masyarakatkepada keluarga laki-laki apabila maumengawinkan anak gadisnya3. Bahwa dengan adanya pernikahan anak-anak tersebut, maka dalam keluarga gadisakan berkurang satu anggota keluarganyauang menjadi tanggung jawab (makanan,pakian, pendidikan, dan sebagainya)(Soekanto 1992, 65).Selain menurut ahli di atas, ada beberapafaktor yang mendorong terjadinya pernikahanusia muda yang sering dijumpai di lingkunganmasyarakat yaitu (Sudarsono 2005, 17) :a. EkonomiPernikahan usia muda terjadi karenakeadaan keluarga yang hidup di gariskemiskinan, untuk meringankan bebanorang tuanya maka anak wanitanyadikawinkan dengan orang yang dianggapmampu.b. PendidikanRendahnya tingkat pendidikan maupunpengetahuan orang tua, anak, danmasyarakat, menyebabkan adanyakecenderungan mengawinkan anaknyayang masih dibawah umur.c. Faktor Orang TuaOrang tua khawatir kena aib karenaanak perempuannya berpacaran denganlaki-laki yang sangat lengket sehinggasegera mengawinkan anaknya.d. Media MassaGencarnya ekspose seks di mediamassa menyebabkan remaja modern kianPermisif terhadap seks. Sisi dari kemajuanzaman dan teknologi informasi yangmenjulang tinggi, justru membawakonsekuensi tersendiri. Seiring dengan itu,pengetahuan kita tentang ha;-hal yang takmasuk akal pun kian muncul kepermukaan. Diantaranya, fenomenapernikahan di bawah umur (pernikahandini), ternyata masih marak terjadi.Sebaliknya, boleh jadi salah satu pemicuterjadinya nikah di bawah umur justruakibat dari kemajuan zaman dan teknologimedia informasi. Adapun pemantiknya,nikah di bawah umur adalah fenomenasosial budaya yang tidak masuk akalkarena pelaku sekaligus korban, sesuai

peraturan perundangan masih dalamkategori usia anak-anak.e. Faktor AdatPernikahan usia muda terjadi karenaorang tuanya takut anaknya dikatakanperawan tua sehingga segera dikawinkan.Selain itu, peraturan perUndang-Undanganyang berlaku di Indonesia dengan sangatjelas menetang terjadinya pernikahan dini.Jadi tidak ada alasan bagi pihak-pihaktertentu untuk melegalkan tindakanmereka yang berkaitan dengan pernikahandini.Ketentuan-ketentuan yang mengaturtentang pemberian dispensasi terhadapperkawinan yang berlaku sejak disahkannyaUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 secaralengkap diatur di dalam Peraturan MentriAgama Nomor 3 Tahun 1975 :1. Pasal 12 menitikberatkan kepadadispensasi bagi anak yang belum mencapaiumur minimum, yakni :a. Pernikahan harus didasarkanpersetujuan kedua calon mempelai;b. Seorang calon mempelai yang akanmelangsungkan pernikahan belummencapai umur 21 tahun harusmendapat izin sebagaimana dimaksudPasal 6 ayat (2), ayat  (3), ayat (4), danayat (5) Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974;2. Pasal 13 mengatur prosedur pemahamandispensasi bagi anak yang   belummencapai usia minimum, yaitu :1) Apabila seorang calon suami belummencapai umur 19 tahun dan calonistri calon mencapai umur 16 tahunhendak melangsungkan pernikahan,harus mendapat dispensasi dariPengadilan Agama;2) Permohonan dispensasi nikah bagimereka tersebut pada ayat (1)   Pasalini, diajukan oleh kedua orang tua priaataupun wanita kepada PengadilanAgama yang mewilayahi tempattinggaknya;3) Pengadilan Agama setelah memeriksadalam persidangan dan berkeyakinanbahwa terdapat hal-hal yangmemungkinkan untuk memberikandispensasi tersebut, maka PengadilanAgama memberikan dispensasi nikahdengan suatu penetapan;4) Salinan penetapan itu dibuat dandiberikan kepada pemohon untuk



Jefri Hidayat

84 |Sakena: Jurnal Hukum Keluarga Vol.7 No.1 Tahun 2022

memenuhi persyaratanmelangsungkan pernikahan.
Landasan Hakim Dalam Mengabulkan
Permohonan Dispensasi Perkawinan
Setelah disahkannya Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Agama
Padang Kelas 1APengertian hakim dalam Undang-UndangNomor 48 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (5) Tentangkekuasaan hakim, hakim adalah hakim padaMahkamah Agung (MA) dan Hakim pada badanperadilan yang berada di bawahnya dalamlingkungan peradilan umum, lingkunganperadilan agama, lingkungan peradilan militer,lingkungan peradilan tata usaha Negara, danhakim peradilan khusus yang berada dalamlingkungan peradilan tersebut. Pelaksanaanpenegakan hukum hakim adalah aparat yangpaling dominan untuk menetukan suatuputusan perkara disandarkan pada aspekintelektual, moral, dan integritas dalam halkeadilan. Pengertian hakim terdapat padaPasal 1 ayat (8) KUHAP yang meneyebutkanbahwa “Hakim adalah pejabat peradilan yangdiberi wewenang oleh Undang-Undang untukmengadili”. Penelitian ini menenyakan perihalsumber hukum yang dipakai oleh hakim dalammenerima perkara dispensasi perkawinan. Danjawaban dari hakim yang penulis wawancaraiyaitu :

“Sumber hukum yang digunakan tentunya
hukum islam utama, yaitu Al-Qur’an dan
Hadist, lalu Kompilasi Hukum Islam, Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dalam
pedoman perkara dispensasi perkawianan
Perma Nomor 5 Tahun 2019”Setelah melakukan wawancara denganmajelis hakim di Pengadilan Agama Padangbahwasanya ditemukan beberapa faktor yangmenjadi pemicu diajukannya permohonandispensasi perkawinan di zaman sekarang ini,diantaranya sebagai berikut :a. Faktor pergaulan, kurangnyamendapatkan edukasi tentangbahayanya seks bebas dan kesehatanreproduksi, sehingga tidak jarang parapihak yang mengajukan permohonandispensasi perkawinan sudah berada dimasa sekarang ini, serta berkembangnyazaman yang semakin canggih.b. Faktor lingkungan, kesiapan kondisipsikis dan mental anak telah matangterlebih dahulu dari pada anakseumurannya karena mereka ada yangbekerja dari SMA dan kurangnya tingkat

kesadaran masyarakat untukmelanjutkan pendidikan ke tingkat yanglebih tinggi.Adapun landasan majelis hakim dalammengabulkan perkara permohonan dispensasiperkawinan di Pengadilan Agama Padangadalah :1) para majelis hakim akanmempertimbangkan orang yangmengajukan permohonan dispensasiperkawinan berhak mengajukandispensasi perkawinan atau tidak berhakuntuk mengajukan dispensasiperkawinan, yaitu terdapat dalam PermaNomor 5 Tahun 2019 Pasal 6 ayat (1)adalah “Pihak yang berhak mengajukanpermohonan dispensasi perkawinanadalah Orang Tua”.2) dalam persidangan para majelis hakimakan bertanya dan mendengarkanpemohon mengenai alasan pemohonandalam mengajukan permohonandispensasi perkawinan, terdapat dalamPerma Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 15,dan kemudian para majelis hakim akanmeneliti dari jawaban pemohon dan jugakesaksian orang tua dan para saksi yanghadir, yang terdapat dalam Perma Nomor5 Tahun 2019 Pasal 16.3) ada larangan perkawinan atau tidak. Darikesaksian orang tua dan para saksitersebut para majelis hakim akanmenanyakan apakah calon suami danistri memiliki hubungan darah yangmana melanggar peraturan yang adadalam Undang-Undang Perkawinan.4) pertimbangan antara kemaslahatan dankemudharatan dalam persidangan paramajelis hakim akan mempertimbangkankemaslahatan dan kemudharatan bagikedua calon suami istri, dengan dalilQaidah Fiqhiyah yaitu :
بإرتكابضرراأعظمهماروعيمفسدتانتعارضأذا

: Artinyaأخفهما
Apabila berhadapan dua mafsadat, maka
diperhatikan mana yang lebih besar
madlaratnya, dengan mengerjakan yang
lebih kecil madlaratnya;5) apabila keduanya saling menjalin cintahingga melakukan hubungan seksual diluar perkawinan dan berakhir padakehamilan (Married By Accident) makapara majelis hakim akan mengabulkanpermohonan tersebut semata – matauntuk menyelamatkan status anak yang
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ada di kandungan agar bisamendapatkan hak – haknya, dan jugaagar pemohon tidak menikah dibawahtangan yang mana ini adalah momokyang ada sehingga akan mengacaukanproses – proses hukum berikutnya.Selain itu bagi perempuan yang hamiltanpa adanya suami yang sah juga akanmenjadi pembicaraan kalanganmasyarakat dengan dalail QaidahFiqhiyah yaitu :
:Artinyaالمصالحجلبعلىمقدمالمفاسددرأ

Menolak kerusakan harus didahulukan
dari pada menarik kemaslahatan

Akibat Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
Terhadap Peningkatan Dispensasi
Perkawinan Di Pengadilan Agama Padang
Kelas 1 ADispensasi nikah merupakanpermohonan kepada Pengadilan Agama untukmemberikan dispensasi atau izin bagi pihakyang hendak menikah oleh umur yang belumdiperbolehkan oleh peraturan Perundang-undangan untuk menikah. Namun dalamHukum Islam usia perkawinan tidak dibatasi,justru memicu kepada kematangan jasmanidan rohani dari calon suami istri tersebut.Adanya batasan umur perkawinan diadakanuntuk membatasi perkawinan dini  bagi anak-anak yang masih di bawah umur dimanamereka yang asyik dengan dunia bermainnya.Perlu adanya batasan umur untuk menikahkarena diharapkan mereka dapat menikah diusia tepat, sikap yang sudah cukup dewasadalam menghadapi berbagai persoalan rumahtangga, dan dari segi kesehatan wanita,rahimnya untuk menghasilkan keturunancukup sempurna (Hatta 2016, 22).Peningkatan usia perkawinan khususnyabagi perempuan sebagaimana yang telahterdapat dalam Undang-Undang No. 16 Tahun2019 tentang Perubahan Atas Undang-UndangNo. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dimanabatas usia bagi perempuan dan laki-laki adalah19 (sembilan belas) tahun, jika kurang dari 19(sembilan belas) tahun maka harus melakukanpengajuan permohonan dispensasi perkawinandi Pengadilan Agama sendiri, dari hasilpenelitian yang dilakukan dampak yang palingdirasakan oleh Pengadilan Agama adalah

melonjaknya permohonan perkara dispensasiperkawinan.Dispensasi perkawinan merupakansebuah wujud tindakan dari pemohon kepadakantor Pengadilan Agama untuk memohonkebijakan untuk perkawinan namun belumcukup umur sesuai syarat dan ketentuanUndang-Undang yang berlaku yaitu batas usiaperkawinan di Indonesia bagi perempuanberusia 19 (Sembilan belas) tahun dan bagilaki-laki berusia 19 (Sembilan belas) tahunyang terdapat dalam Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 tentang perubahan atasUndang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 TentangPerkawinan. Adapun permohonan dispensasiperkawinan yang masuk di Pengadilan AgamaPadang berdasarkan LaporanTahunan(https://pa-
padang.go.id/laporantahunan/)  PengadilanAgama Padang tahun 2018 sampai 2020,sebagai berikut : Tabel 4.1.Data perkara permohonan dispensasiperkawinan yang masuk di Pengadilan AgamaPadangNo Tahun Permohonan DispensasiPerkawinan 2019-2020Diputus Ditolak TidakDiterima Masuk1 2019 26 1 4 312 2020 46 5 10 61Jumlah 72 6 14 92Pada tahun 2019 jumlah perkarapermohonan dispensasi perkawinan yangmasuk di Pengadilan Agama Padang sebanyak31 perkara, diantaranya 31 perkara yangmasuk di Pengadilan Agama Padang hanya 26perkara putus, 1 perkara ditolak karena tidakmemenuhi syarat-syarat pembuktian, dan 4perkara  tidak diterima karena pemohon tidakmelengkapi syarat-syarat pengajuan perkarapermohonan dispensasi perkawinan diPengadilan Agama.Pada tahun 2020 jumlah perkarapermohonan dispensasi perkawinan yangmasuk di Pengadilan Agama Padang sebanyak61 perkara, diantaranya 46 perkara yangmasuk di Pengadilan Agama Padang hanya 46perkara perkara putrus, 5 perkara ditolakkarena tidak memenuhi syarat-syaratpembuktian, dan 10 perkara tidak diterimakarena pemohon tidak melengkapi syarat-
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syarat pengajuan perkara permohonandispensasi perkawinan di Pengadilan Agama.Sedangkan data permohonan dispensasiperkawinan pada tahun 2021 di PengadilanAgama Padang, sebagai berikut (https://sipp.pa-
padang.go.id/) : Tabel 4.2.Data Permohonan Dispensasi Perkawinanyang masuk di Pengadilan Agama Padangpada tahun 2021(Bulan Januari sampai Bulan April)No Bulan Jumlah Perkara1 Januari 7 Perkara2 Februari 8 Perkara3 Maret 5 Perkara4 April 1 PerkaraBerdasarkan data SIPP (sistem informasipenelusuran perkara) di Pengadilan AgamaPadang diatas, bahwa penulis hanyamendapatkan data permohonan dispensasiperkawinan di Pengadilan Agama Padangtahun 2021 dari bulan januari 2021 sampaibulan april 2021 dikarenakan masa penelitianpenulis di Pengadilan Agama Padang mulai daribulan februari sampai dengan bulan apriltahun 2021. Berdasarkan data diatas, jumlahperkara permohonan dispensasi perkawinan diPengadilan Agama Padang  pada tahun 2021berjumlah 21 perkara.Berdasarkan data diatas cukupmembuktikan bahwa perkara permohonandispensasi perkawinan di Pengadilan AgamaPadang dari tahun ke tahun sangat meningkat.Dari data yang penulis dapatkan melaluiwawancara yang telah dilakukan bersamasalah satu mejelis hakim (Drs, Adwar, SH) diPengadilan Agama Padang, beliau mengatakanbahwa alasan pemohon mengajukan perkarapermohonan dispensasi perkawinan ialah :“Ada dua alasan yang sering menjadi alasan

pemohon untuk mengajukan perkara
permohonan dispensasi perkawian yaitu :
Pertama sudah ada yang hamil duluan, dan
Kedua sudah menjalani hubungan
sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan
akan melakukan perbuatan yang dilarang
oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak
segera dinikahkan”Mengenai usia pemohon yangmengajukan permohonan dispensasiperkawinan di Pengadilan Agama Padang,bahwa usia pemohon yang mengajukanpermohonan dispensasi perkawinankebanyakan usia pemohon tidak jauh beda dariusia yang disyaratkan oleh aturan yang

menerangkan syarat usia bolehnya menikah diIndonesia. Berdasarkan data yang penulisdapatkan melalui wawancara bersama hakim(Drs, H. Mawarlis, MH) di Pengadilan AgamaPadang, beliau mengatakan :
“Usia pemohon yang mengajukan perkara

permohonan dispensasi perkawinan di
Pengadilan Agama Padang yang mana usianya
hanya tinggal mengitung bulan untuk bisa
melakukan perkawinan sesuai dengan aturan
yang berlaku di Negara Indonesia yaitu pada
aturan lama terdapat dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yang mana
menyebutkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan
umur 16 (enam belas) tahun untuk wanita,
dan pada aturan baru terdapat dalam
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang
menyebutkan bahwa perkawinan hanya
diizinkan jika sudah mencapai umur 19
(Sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan
wanita”.Selain memandingkan data perkarapermohonan dispensasi perkawinan dari tahunke tahun untuk melihat apakah permohonandispensasi perkawinan meningkat diPengadilan Agama Padang, penulis juga inginmembandingkan perkara permohonandispensasi perkawinan dari bulan ke bulansebagai pelengkap data dalam mengukurbagaimana perbandingan perkara permohonandispensasi perkawinan setelah disahkanUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dansebelum disahkannya Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019.Berdasarkan data yang penulis dapatkan,perbandingan perkara permohonan dispensasiperkawinan dilihat dari hitungan bulan kebulan setelah disahkannya Undang-UndangNomor 16 Tahun 2019 dengan sebelumdisahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 cukup meningkat melalui SIPP (SistemInformasi Penelusuran Perkara) PengadilanAgama Padang. Perkara PermohonanDispensasi Perkawinan sebelum disahkannyaUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (BulanJanuari 2019 – Bulan Oktober 2019) sebagaiberikut (https://sipp.pa-padang.go.id/) :Tabel 4.3.Data Perkara Permohonan DispensasiPerkawinanNo Bulan Jumlah Perkara1 Bulan Januari 2 Perkara2 Bulan Februari 3 Perkara
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3 Bulan Maret 3 Perkara4 Bulan April 3 Perkara5 Bulan Mei 1 Perkara6 Bulan Juli 1 Perkara7 Bulan Agustus 2 Perkara8 Bulan September 4 Perkara9 Bulan Oktober 2 PerkaraJumlah 21 PerkaraPerkara Permohonan DispensasiPerkawinan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (BulanNovember 2019 – Bulan Agustus 2020) sebagaiberikut (https://sipp.pa-padang.go.id/) :Tabel 4.4.Data Perkara Permohonan DispensasiPerkawinanNo Bulan Jumlah Perkara1 Bulan November 8 Perkara2 Bulan Desember 2 Perkara3 Bulan Januari 16 Perkara4 Bulan Februari 3 Perkara5 Bulan Maret 8 Perkara6 Bulan Juni 7 Perkara7 Bulan Juli 5 Perkara8 Bulan Agustus 1 Perkara9 Bulan September 5 PerkaraJumlah 50 PerkaraDari data diatas bahwa perbandinganpermohonan dispensasi perkawinan dilihatdari hitungan bulan ke bulan setelahdisahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun2019 dan sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengalamipeningkatan 2 (dua) kali lipat dari sebelumnya.Dari hal tersebut timbul beberapa dampakpositif dan dampak negatif dari disahkannyaUndang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
Berdasarkan seluruh penjelasan yangtelah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya,pada akhirnya penulis menarik kesimpulansebagai berikut :1. Landasan hakim dalam mengabulkanperkara permohonan dispensasiperkawinan mengacu kepada SumberHukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadits,lalu Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974serta perubahan yang terbaru Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Perma

Nomor 5 Tahun 2019 Tentang PedomanMengadili Permohonan DispensasiPerkaiwinan.2. Dampak lahirnya Undang-Undang Nomor16 Tahun 2019 tentang batas usiaperkawinan berdampak positif kepadakematangan pola fikir dari  calon suamiistri yang akan melakukan perkawinan.Namun berdampak negative terhadappengajuan dispensasi perkawinan yaitupengajuan permohonan dispensasiperkawinan meningkat secara drastis danmempertua umur dalam perkawinan untukwanita.
SaranBerkaitan dengan maraknya permohonandispensasi perkawinan di Pengadilan AgamaPadang selama tahun 2018 hingga tahun 2020penulismeyampaikan saran-saran sebagaiberikut :a. Agar lebih memperkenalkan ajaran agamasejak dini, sehingga akan menjauhkananak dari hal-hal yang kurang baik,memberikan kesempatan anak untukmemperoleh pendidikan, pengetatanadministrasi di Kantor Urusan Agama.Bagi peneliti yang akan datang, penulisdapat memberikan saran agar dapat lebihmeneliti lebih mendalam terkait dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ini agar denganadanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019dapat mengurangi jumlah kasus perkawinandibawah umur yang sedang marak terjadi diIndonesia.
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